
 

 

Gubernur Jawa Barat 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  

NOMOR :  38 TAHUN 201259 TAHUN 2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBENUR JAWA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  

NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana bergulir bagi 
Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi 
Usaha Mikro dan Kecil, telah ditetapkan Peraturan Gubenur Jawa 
Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil; 

b. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan serta percepatan penyaluran dana bergulir bagi Usaha 
Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, 
perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubenur Jawa Barat 
Nomor 57 Tahun 2011, yang ditetapkan  dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3790); 

  3. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian   
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 9, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
4866); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun  2008 Nomor 11  Seri  E, 
Tambahan Lembaran  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 76); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101); 

16. Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro 
dan Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 56 
Seri E); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 57 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG 
PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL. 

 

 

 

 

 

 

 Pasal  I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat 

Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana 

Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2011 Nomor 56 Seri E), sebagai berikut : 
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A. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Sasaran Dana Bergulir, meliputi : 

a. Usaha Mikro; dan 

b. Usaha Kecil. 

(2) Sasaran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa perorangan dan/atau Badan Usaha, termasuk 

Koperasi. 

B. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut: 

Pasal 4 

Dana Bergulir disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bergerak di sektor 

produktif,  meliputi: 

a. pertanian tanaman pangan; 

b. perkebunan; 

c. peternakan; 

d. perikanan dan kelautan; 

e. kehutanan; 

f. perindustrian; 

g. perdagangan; 

h. pertambangan rakyat; dan 

i. sektor lainnya. 

C. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut : 

Pasal 8 

Besaran dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil disalurkan sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

D. Ketentuan Pasal 12,  diubah sebagai berikut : 

Pasal 12 

Dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil disalurkan kepada 

penerima dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau 

mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara 

Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat.  

                                                                                     Ditetapkan di  Bandung 

                                                                                     pada tanggal 27 Juli 2012 

                                                               GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

                                                                                                         ttd 

 

                                                                 AHMAD HERYAWAN 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal  27 Juli 2012 

  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

                 JAWA BARAT, 

       

 ttd 

 

Dr.  Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE 

                  Pembina Utama 

      NIP. 19521019 197811 1 001 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012  NOMOR  38 SERI E   
 


